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PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDiRI

NOMOR 7 TAHUN 2OO3

TENTANG
PERLINDUNGAN SATWA BURTING Di KABUPATEN KEDIRI

ENGA}.I R-OI.[',IT TU'IfiN YANC MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menirnbang : a bahwa sesuai. undang-undang Nomor 22 'Tahun l ggg tentang
Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab, sehingga Daerah dapat mengatur dan melaksanakan
kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai kepentingan masyarakat
setempat dan potensi setiap Daerah ;

b. bahwa dalam upaya menjaga ekosistenr dan kelestarian sumber daya
alam hewani khususnya burung dari kepunahan yang disebabkan oleh
tindakan manusia, maka perlu memberikan perlirS.l ungan terhadap
satwa burung di Kabupaten Kediri;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn hurufa, dan b maka perlu mernbentuk peraturan Daerah tentang
perlindungan Satwa Buryng di Kabupaten Kediri ;

Mengingat : I. Undang'undang Nomor r2 Tahun lg50 tentang pembentu.kan Daerah-
daerah Kabupaten dalarn Lingkungan l)ropinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor l9 Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

?. lJndang-undang Nornor I4 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
pokok Kekuasaan Kehakiman (Lenrbaran Negara Repubrik Indonesia
Tahun l97G Nomor 74 Tarnbahan l-embaran Negara Republik
Indonesia \ornor 2951) ; ,,-

--). tjndang-undang Nonror g l'ahun rgg r torrtang I lukurn Acara l)i<rana
(r-cnrbaran Negara Rcpubirk Indonesia Tahun rggl Nomor 76
I'arnbalran Lcrn.[raran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 3209) ;
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4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419) ;

5. Undang-undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3ggg) ;

6 Undang-undang Nomor 22 Tahun r999 tontang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 60
Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3g39) ; ,

7. Undang-undang Nornor 2 Tahun 2002 tentang Kepulisian Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia.Iahun 2O02 Nomor
2 Tambahan Lembaran Negara l{epublik lndonesia Nomor 4l6g) ;

8. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun l9g3 tentang pelaksanaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun l9g3 Nonror 36 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonro r 325g) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor l3 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa
Burung (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun r994 Nomor l9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun l99g tentang penyerahan

sebagian Urusan pemerintah pusat dibidang Kehutanan ke pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun l99g Nomor
I 06 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769) ;

12.

lt. Peraturan Pemerintah Nomor 7 
.l.ahun 

1999 tentang pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Repubtik Indonesia,Tahun
1999 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3803i) ;

Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 1999 tentang pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia
'fahun 1999'Nomor l5 Tanrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3802) i '-
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Peraturan Pemerintah Nomor.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembarar, Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 504

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peratu.an Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtlfl

2000 Nomor 504 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nornor 3952) ;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62lKpts-ll/ 1998 tentang

Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21

l'ahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk

produk Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonotni Daerah Nomor 22

Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukurn Daerah ;

Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23

Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan l)roduk l{ukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor l0/D

Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor l6 Tahun 2000 juncto

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2002 tentdng

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nornor l6 Tahun

2000 tentrrng Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah

(Lernbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri D

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Seri D) ;

Peraturan lSerah Kabupatcn Kcdirr Nonror 7 'J'ahun 2002 tcntang

Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daeralr- Kabupaten Kediri

(l,embaran Daerah Kabupaten l(cdin Tahun 2002 Nornor lSeri I
T'ambahan l.embaran Daerah Kabupaten Kediri Nornor I Seri E) ;
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17.
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19.

20
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Deigan Persetuj uan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT-I

KABI'PATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABLIPATEN .KEDIRI TENTANG

PERLINDUNGAN SATWA BURUNG DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalanr Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

l. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kediri ,

2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daefah

Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;

3. Kepala Daerah , adalah Bupati Kediri;

4, Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan

kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalanr

membentul< stabilitas, keseimbangan serta produktivitas lingkurl$an

hidup ;

5. Sumber Daya Alam I{ayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang

terdiri dari sumber daya alarn nabati (tumbuhan) dan sumber daya

alam hewani (satrva) yang beisatna dengan unsur non hayati di

sekitarnya secara keselUruhan membbntuk ekosistem ;

6. Ekosistem Sumber Daya Alam adalah sistem hubungan timbal balik

antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling

tergantung dan pengaruh mempengaruhi;

7. Satwa Burmg adalah semua jenis burung yang ada di Kabupaten

8.

Kediri;

Penembakan burung adalah suatu perbuatan / kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang dan atau sekelompok orang dengan menggunakan

senapan jr'ang dapat mengal<ibatkan terlukanya /-terbunuhnya satwa

but u; ..

Peir :. r,,r iar, atwJ lluiung adalah rangkai:.rtt t; aya r:ntuk menrelihara

i.eiti\;tsvi,f! it hio:tp, r,rrpulasi dan jenis satwa burung;

I
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Larangan adalah Suatu bentuk aiuran / batasan untuk menjaga

kelestarian satlva Burttng;

Daya dukung lingkungan acialah kernampuan lingkungan untuk

mendukung kehidupan manusia rlan mahkluk hidup lainnya,

Flabitat Satwa Burung adalah Lingkungan lempat satwa burung dapat

hiduP dan berkembang secara alami ;

eoputusi adalah kelompok individu dari jenis tertenl'' 
"'0":-:t-L"-::

yangsecaraalamidandalamjangkapanjangmempunyal

kecenderungan untuk mencapai keseimbangan populasi secara dinamis

sesuai dengan kondisi habitat serta lingkungannya'

BAB Ii

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perlindungan satwa burung dimaksudkan untuk menjaga kelestarian

satwa burung sehingga dapat memenuhi fungsinya secara berdaya guna

dan berhasil guna ;

(2) Tujuan perlindungan satrva burung adalah :

a. Tercrptanya keseimbangan ekosistcm;

b. Terkerrdalinya populasi satwa burung '

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan satwa

burunS;

BAB III

JENIS.JEMS BURUNG YANG DILINDLTNG1

Pasal 3

(l) Jenis Llurung yang ciilindLrngi scbagaiurana tcrcantum dalam Lamptran

I dan ll I'eratuian Daerah ini'

(2) perubahan Jenis satrva Burung yang clilin<1ungi Daerah sebagaimana

drmalisrrd dalam ayat (1) Larnpiran ll dalam rangka untuk menjaga

keselmbangan ekosistetn sumber daya alam ditetapkan oleh Kepala

Daerahberdasarkanpertinrbanganhasilpenelitian.fitn;

13.

o3
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(3)'lim scbagaimana drinaksud dalanr ayar (2) dibentuk dan ditetapkan

oleh Kepala Daerah yang beranggotakan Instansi Terkait <ian Tokoh

Masyarakat.

BAB IV

UPAYA.UPAYA PERLINDUNGAN SA'IWA BURLING

Pasal 4

( I ) Upaya perlindungan satwa burung nreliputi kegiatan :

ru l'c rnl.tin:ur rr lrabrtut

b. Perranfaatan ;

c. Penyuluhan;

d. Larangan;

e. Pengarvasan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan habitat satwa burung

dimaksudkan untuk menjaga keberadaan populasi satwa burung

dalarn keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya ;

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dilaksanakan

melalui kegiatan :

a. Penanaman pohon pelindung dan polron sumher makanan burung;

b. Pcmcliharaan dan pcnganranan pohon pelrndung yang sudah ada ; 
,

c. Penambahan / mendatangkan jenis burung dari luar daerah ;

d. Mencegah masyarakat menggunakan obat berbahaya yang dapat

rnerusak habitat satwa burung

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat melaksanakan

kegiatan sebagaiainana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 6

(1) Pemanfaatan satwa burung dilaksanakan dalam bentuk :

a. Pengkajian,peneiitihan dan pengembangan ;

b. Pena:rgr<aran ;

,*

(t)

(2)

(3)
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c. Perdagangan ;

d. Peragarn;

e. Pertukaran,

f. Pemeliharaan;

(2) Pemanf'aatan satwa burung dilakukan dengan rnerrperhatlkan

kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jcnis satwa

burung ;

(3) Dalam Pernanfaatan

keseimbangan ekosistem

populasi satwa burung ;

(4) Pemanfaatan satwa sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) harus izin

Kepala Daerah.

Pasal 7

(l ) Penyuluhan perlindungan satwa burung bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku masyarakat agar mau

dan mampu mendukung perlindungan sntwa burung;

(2) Penyelenggaraan penyuluhan perlindungan satwa burung dilakukan

oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat ;

(3) Pernerintah Daerah mendorong dan menciptakan kondisi yang

mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan perlindungan satwa

burung ;

Pasal 8

( I ) Setiap ()rang dilarang menembak, metnbunuh satwa burung yang

dilindungi ;

(2) Setiap Orang dilarang menangkap burung , merusak' memusnahkan

sarang dan itatr telor satwa burung ycng dilindun[i'

satwa burung harus memPerhatikan

dan atau menghindari penurunan potensl

n

L**-
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Pasal 9

( 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh

I(epala Dearah ,

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalanr ayat (l) dilakukan sec'ara

terkoordinasi dengan instansi Pemertntalt yang terkait ;

(3) Ketentuan pelaksanaan sebagairnana dinraksud dalam ayat (l) akan

diatur oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PTDANA

Pasal I0

(l)Tindak Pidana terhadap satwa burung sebagaimana dinraksud dalan

Pasal 3 ayat (l) Lampiran I berlaku berdasarkan kelentuan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Iindak Pidana terhadap satwa burung scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (l) Lampiran Il berlaku ketcntuan sebagai berikut:

a. Barang siapa yang dengan sengaja Itrelanggar ketentuan dalam

pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp. 3,000.000,- (tigajuta) Rupiah;

b. Bara rg siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalanr

pasal 8 dipidana dengan pidan3 kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta )

Rupiah;

c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

adalah pelanggaran ,

d. Denda sebagaimana ditraksud dalam ayat (l) dan ayat (2)

dimasukkan dalam Kas Daerah.

BAB VI
. 

PENYIDIKAN

I'asal I I

( i) Apxrat penegal< hul<um adalah Polisi Rcpublik Indonesia dan Penyidik

Pegawai Negeri SiPil ;



(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Terrenru di Lingkungan pernerintah

Kabupaten Kediri diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

rrelakukan penyidikan tindak pidana pelanggaaran peraturan Daerah

ini ;

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud daltrm ayat (2) atjalah:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pldana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan perncri ksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;
;-( d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

li Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

dan atau saksi;

g, Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara.

h. Mengadakan penghentran penyidikan setelah mendapat petunjuk

dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui
penyid-k rnemberitahukan hal tersebut kepada penuntut Ur:um,

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikkannya kepada

Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara pidana.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan

Dacrah ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri.

Drc. H. DJOKO SOEHARNO

r,El,tsAnjl.i )3tr11II tG}ul.ttEit IiDInI TAlf,jlt 2o0l 1ii0,10R 1I sEiiI E

6sHil
9-6-2oo3

/inn1)

Disahkan di



.ERA ruRAN riEiX'.,fitUi^.h', K EDrR r

NOMOR 7 TAHUN2OO3

TENTANC
PERLINDLINGAN SAIWA BURLJNG DI KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa satwa burung merupakan salah satu sumber daya alam hewani yang
mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
'rindakan yang tidak benanggung jawab yang dapat menimburkan kerusakan atau
kepunahdn satwa burung sebagai salah satu sumber daya aram hewani dan
ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai- 
dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semura tidak mungkin ragi,
oleh karena menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka
perlindungan terhadap satwa burung merupakan tanggungjawab pemerintah Daerah
dan masyarakat.

Peran serta masyarakat akan diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah Daerah
melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasir guna, untuk itu pemerintah Daerah
berkewajiban meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti
pentingnya perlindungan satwa burung bagi kelestarian Iingkungan hidup.

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

pasal I

pasal 2
pasal 3

pasal 4

pasal 5

I)asal 6
pasal 7

pasai 8

: Culup.jelas

:Cukupjelas

: Cukup Jelas

:Cukupjelas

: Cukup jelas

:Cukupjelas

: Cukup jelas

: Yang dimaksud rnenangkap burung adalah kegiatan untuk
memperoleh burung dengan mengunakan alat jaring,
ketapel dan rnenggunakan perekat

:tukup jelasI'asal 9 s/d 12

TAMBAHAN LEMBARAN DAEMH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 SERI E
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LAMPIRAN I : DERATURAN DAERAH KABUPATEN KED1RI

NOMOR : TAHLTN 2OO3

TANCCAL: - - 2OO3

JENIS-JENIS BURUNG YANG DI LINDUNGI OLEH PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999

:

Nama Ilmiah

1. Accipitridoe
2. Accipitridae
3. Aethopyga eximiu
4. Aethopyga cluyvenbrxle i
5. Alceclinitlae

^ 6. Alcedinidae
7. Alcippe pyrrhoptera
8. Anhingamelanoguster
9. Arantidopsisplateni
10. Argu.rianus argu.r
11. ]lubulcu:; ibis
72. Bucerot idae
13. Buc.eroridae
14. llucerotidae
15. Bucerotidae
16. C-.acatua galerita

17. (.lacatua grffini
18. Caculua noluccensi.t
19. Cacatuu sulphurea

20. (:uirina,\cululalu
2l. (lakrcnus nicobaricu
22. (laloenu nicoburic'u
23. ('ultscna,,s nicohurict
24. ( .lasuurius hanne i
25. Ca,suarius casuarius
26. Casuarius unappendrliculatut
27. (.lasuarius unappentidiculatus
28. Ciconia episcopus
29. Ciconia episcopus
30. Collurincla megarhynclru s.angiren.r is
31. Crocias albonotatus
32. [)ucula whartoni
33. [)grela sacra
34. [ilanus caerulleus
35. Dlanus caerulleus
36. llos lttslrio
37. li,racu: magn.iro,slri.s

N44a Indonesi^ ,

Burung Alap-alap
Burung Elang
Burung Jantingan Gunung
Burung Madu Sangihe
Burung Udang
Burung Raja Udang
Burung Brencet Wergan
Burung Pecuk LIlar
Burung Mandar Sulawesi
Burung Kuau
Burung Bangau Putih
Burung Julang
Burung Enggang
Burung Rangkong
Burung Kangkareng
Burung Kakatua Putih Besar
.lambul Kuning
Burung Kakatua Gofin
Burung Kakatua Seram
Burung Kakatua Kecil Jambul
I(uning
Itik Liar
Burung Junai
Burung Mas
Burung Minata
Burung Kasuari Kecil
Burung Kasuari
Burung Gelambir Satu
Burung Kasuari Leher Kuning
Burung Bangau Hitarn
Burung Sandanglawe
Burung Sohabe Coklat
Burung Matahari
Burung Pergam Raja
Burung Kuntul Karang
Burung,AIap-alap Putih
Burung Alap-alap Tikus
Burung Nuri Sangir
Burung Witi-wili



38.

39.
40.
41.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.

59.
60.

lisucus magniroslris
lisocus magniro.tt r ils

l.:utr ic hzmy ias row ley i
l;'regctla andrew.si
l;regulu undrewsi
Garullax rufiJions
Goura spp.

Goura spp.

G racula re I igiosa,ne rl e ns i
G racula religiosa robusta
(-i rucul a re I igi osl ve nc ru I a
Grus spp.
H imantopus himanlopus
H imantopus himunlapus
lh i.s cinereus
Ibis cinerew
lbis leucocephala
Lorius roratug
Leptoplilos javanicus
Leploplilos javanicus
Leucopsar rotluchildi
/,imnodromus semipal mutus
l,ophozoslerols j uvantca

Burung Uar
Bebek Laut
Burung Seriwang Sangihe
Burung Gunting
Burung Bintayung
Burung Kuda
Burung Titi
Burung Mambruk
Burung Beo Flores
Burung Beo Nias
Burung Beo Sumbawa
Burung Jenjang
Burung Trulek Lidi
Burung Lilimo
Burung Bluwok
Burung Walang Kadak
Burung Bluwok Berwarna
Burung Bayan
Burung Marabu
Burung Bangau TonSong
Burung Jalak Bali
Burung Blekek Asia
Burung Kaca Mata Leher
Abu-abu

Burung Beleang Ekor Putih
Burung Serindit Sangihe
Burung Serindit Sulawesi
Burung Nori Merah Kepala
Hitam

Burung Maleo
Burung Cangcarang
Burung Haruku
Burung Ketuk-ketuk
Burung Tulung Tumpuk
Burung Bultok Jawa
Burung Gosong
Burung Sesap

Burung Pengisap Madu
Burung Kipas Biru
Burung Bangau Putih Susu
Burung Madu
Burung Jantingan
Burung Klaces
Burung Gagajahan
Burung Kowak Merah
Burung Hantu Biak
Burung Cendrawasih
Burung Gangsa Laut
Burung Paok
Burung Cacing
Burung Ibis Hitam
Burung Roko-roko

61 . l,ophuru bulweri
62. l.,oriculus calamene
63. l.oriculus exilis
64. l,orius dctmicellus

65. Macntcephalonmaleo
66. Mugulaima armillaris
67. Magalaima urvina
68. Magalaima corvina
69. Magalaima javensis
70. Magalaima javensis
7l . Megapodiw; reintwanh ii
72. Meliphagidae
73. Meliphagidae
74. Muscicapa ruecki
75. Mycleria cinereu
76. Nectariniidae
77. Nectariniidae
78. Nectariniidae
79. Numenius spp.
80. Nyct icorax caledonrc*t-
81 . Otu.s nigicus becurrii
82. I'urudi,se idac
8i. l'ulecunidue
84. I'iu iluc
85, l'iuidae
ll(t. l'legutlis Jacilcinellus
87. l'legadis fucilcinellut
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